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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 ten tang Pembentukan

Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4340);

Mengingat

BUPATI SUMBAWABARAT,

a. bahwa tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara

merupakan salah satu bentuk penghargaan yang memiliki

dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang

terukur, seragam, dan didistribusikan secara proporsional dan

berkeadilan sehingga dapat meningkatkan motivasi, disiplin,

kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Menimbang

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA

BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWABARAT

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARA
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Lembaran Negara Republik Indonesia ornor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adrninistrasi

Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun

2014 Nomor 292, Tarnbahan Lernbaran egara Repu biik

Indonesia Nornor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahu n 2010 Nornor 74 Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5136);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 12 tahun 2008

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:,

omor 58, TambabanRepublik Indonesia Tahun 2015

4. Und ng-Un 1 ng m r Tah n 2004 tentang

Per nd haraan Negara Lem aran egara Repuhlik Indonesia

1ahun 2004 ornor 5 Tambahan Lernbaran egara Republik

Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 4445, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia

Nomor 14);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang ornor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran egara
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalab Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 1

BAB I

KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAIAPARATURSIPILNEGARA.

MEMUTUSKAN:

12. raturan M n ri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012

nt ng Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam

N geri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman

Evaluasi Jabatan;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 ten tang Penetapan

Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 1636);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tabun 2018 tentang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil eli

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indoensia Tabun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambaban Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7);
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16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kep d P yang

telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun s ara t ru -men rus

karena alasan pribadi yang penting dan mend sal- s hingga tidak bisa masuk
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ang14. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan
disahkan oleh pejabat yang berwenang.

15. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan targ t ang dit tapl an
dalam indikator kinerja.

2. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang m mpimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kew nangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri

Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkup

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri

Sipil Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK

adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat

berdasarkan perjanjian tertentu untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN

adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai

faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai

jabatan dan kelas jabatan.

11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan

fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar
pemberian besaran tunjangan.

12. Nilai jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural

maupun fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.

13. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan

untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
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BABII

PRINSIPPEMBERIANTPPASN

Pasal2

Pemberian TPPASNmenggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut;

a. Kepastian hukum

b. Akuntabel.
c. Proporsionalitas.

d. Efektif dan efisien.

e. Keadilan dan kesetaraan.

f. Kesejahteraan.

g. Optimalisasi.

kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

paling lama 1 (satu) tahun.

17. Cu i B rsalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami

persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan

sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami

sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun dan dapat ditambah palinglama 6 (enarn] bulan.

19. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Online selanjutnya disingkat SlAO adalah

sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran

pegawai ASN secara elekronik yang dapat diakses dalam jaringan dan

terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah.

20. Aplikasi e-Kinerja Sumbawa Barat selanjutnya disingkat EKSB adalah sistem

penilaian kinerja berbasis elektronik yang objektif, terukur, dan transparan
berdasarkan prestasi kerja dan sistem karier Pegawai Negeri Sipil (PNS)

bersumber dari Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan dengan pejabat
penilai.

21. Aplikasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASNElektronik selanjutnya disingkat

TPPE adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data

besaran tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan komponen
produktifitas kerja dan disiplin kerja.
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Pasal4

(1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada Kelas Jabatan pada masing-masing

nama jabatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(2) Perubahan nama jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) karena te:rjadi

pemindahan atau sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3) Dalam hal setelah ditetapkannya Keputusan Bupati sebagaimana dirnaksud

pada Ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan darr/atau tidak tersedianya

wadah jabatan pada peta Jabatan Perangkat Daerah, TPP ASN diberikan

berdasarkan Kelas J abatan yang setara.

BagianKedua

PemberianTPPASN

rn rupak n h sit dari Evaluasi Ja atan:

() Baran asi P SN ang diberil an diperoleh menggunakan rumus: [Tukiri

BP per la Jabatan {Indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indek kemahalan

koristrul si}x (lndek pelal sanaan pemerintahan Daerah)

(4) Perhitungan besaran ter 'nggi TPP sebagaimana maksud pada ayat (3)

disesuaikan dengan 1emampuan keuangan Daerah.

n n Da rah

b gaimana dimal sud pada Ayat (1) huruf a,Jab tan( )

II

lnd

1'1' 1pdp ram tel' ebagai berikut:idTl

It n

\1 III

DAN I I'JMIJI~PI N'1Pfl N1 I 1 r I \
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A TPP PK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

BTPP = Basic TPP

Keterangan:

TPPPK= (BTPPx 60%)

TPPASNBerdasarkan Prestasi Kerja;

a. TPP ASN berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada ASN yang memiliki

prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui
oleh pirnpinan diatasnya;

b. Besaran alokasi TPPASNberdasarkan beban kerja sebesar 60% (enam puluh

persen) dari besaran basic TPP ASN dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:

Pasal 7

BTPP

Alokasi TPP berdasarkan Beban KeIja

Basic TPP

A TPPBK

Keterangan:

TPPBK= (8 TPPx 40%)

TPPASNBerdasarkan Beban Kerja;

a. TPPASNberdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASNyang dalam

melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam

perbulan (seratus dua belas kama lima jam perbulan) atau batas waktu

normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan

b. Besaran alokasi TPPASNberdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh

persen) dari besaran basic TPP ASN dengan menggunakan Rumus sebagai
berikut:

Pasal6

PasalS

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan kriteria :
a. Beban Kerja;

b. Prestasi Kerja;

c. Kondisi Kerja;

d. Kelangkaan Profesi danj' atau;

e. Pertimbangan Obyektif lainnya.

BABIV

KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
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Pasal9

(1) Kriteria TPP ASNberdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pega ai
ASNyang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:

a. pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus; danj atau

b. kualifikasi pegawai sangat sedikir/hampir tidak ada yang bisa memenuhi

pekerjaan dimaksud.

c. Pegawai ASNyang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi

sebagai sekretaris daerah;

(2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebesar sama

dengan atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
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ATPP KK = Alokasi TPPberdasarkan Kondisi Kerja

BTPP = BasicTPP

Keterangan:

TPPKK = (BTPPx ~10%)

TPPASNBerdasarkan Kondisi Kerja:

a. Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN

ang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti

risiko kesehatan, keamananjiwa dan pertimbangan lainnya.

b. Rincian kriteria TPP ASNberdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud

pada huruf a, adalah seluruh Pegawai ASNyang melaksanakan tugas pada
kriteria sebagai berikut:

1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahayajradiasi
bahan radioaktif;

3. pekerjaan yang berisiko dengan keselarnatan kerja;

4. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum:

5. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan

yang setingkat, namun tidak ada pejabat pemangku jabatannya; danj atau

6. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan

fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
c. Besaran persentase TPP ASNberdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan

keuangan daerah dari basic TPPASN.

d. Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebesar sarna dengan

atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari basic TPP dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

Pasal8
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berdasarkan pada:

a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% dari to al TPP

b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari total TPP

iba aryatd P d(2) Pembayaran TPP ASN sebagaima ad' m

Ijai terja

Bagian e atu

Penilaian

Pasal 2

(1) Pembayaran TPP ASN berdasa kan beban kerj

setiap bulan dinilai berdasarkan p oduktifi a k rja d

BAB
PENILAIANDANPE 0 00 TPP

sesuai kemampuan keuangan daerah maupun para Ii

d. Besaran TPP pemangku jabatan SN berda rtimbangan objektif

lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a d huruf ditet p ran d ngan

Keputusan Bupati.

rimaanpada huruf a angka 1 han a diba arkan apabila memenuhi target p

triwulan dan diperhitungkan serta diba 'ar "an e uai denaan

peraturan perundang-undangan:

c. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan pertimbanga obje if 1 . n

2. Penanggung jax ab eng lola euang

3, Pengelola barang milil daerah:

4. Perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa Daerah:

b. TPP ASN berdasarkan pertimbangan obje tif lainnva ebagaimana dim ud

Besaran TPP A n k n
Keputusan u 1.

P l 1
TPPASNberda ar Prti a:
a. Pega ai uti:

l. Pemangku jabat r n h a p u t ja

TPP KP =: B TPP." ~l
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(1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 a at (2) huruf b,
ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS;

Pasal 14

Bagian Ketiga

Disiplin Kerja

Bagian Kedua
Produktifitas Kerja

Pasal 13

(1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 ayat (2) huruf a,

dihitung berdasarkan capaian realisasi kinerja bulanan dan dikategorikan

sebagai berikut:
a. Interval 91 - 100 sebutan "sangat baik" sarna dengan 100%TPPASN;

b. Interval 76 - 90.99 sebutan "baik" sarna dengan 90%TPPASN;

c. Interval 50 - 75.99 sebutan "cukup" sarna dengan 75%TPPASN;
d. Interva125 - 49.99 sebutan "kurang" sarna dengan 50%TPPASN;

e. Interval 1 - 24.99 sebutan "sangat kurang" sarna dengan 25%TPPASN.

(2) Capaian realisasi kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib
disetujui oleh atasan langsungjpejabat penilai melalui aplikasi EKSBdalam
5 hari kerja diawal bulan berikutnya.

(3) Capaian realisasi kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi salah satu dasar perhitungan besaran TPPASNdalam aplikasi TPPE.

ri plika iEKSB;

( ) ilai i iplin Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b,
r umber dari aplikasi SIAO;

enilaian produktifitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada

Ayat (3) dan Ayat (4),menggunakan aplikasi TPPE;

(6) Pembayaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya

dinilai berdasarkan laporan pelaksanaan tugasjkegiatan;

(7) TPPASNdianggarkan dalam DPA-PerangkatDaerah;

(8) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran TPP ASNpada tahun berkenaan,

dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya.

kor di i k rj: I 11

it in' d Ikti Ita(3)

d . p njumlahan beban kerja, prestasi kerja,

prof i.

bagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a,

N dic. to a1 TPP
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(1) Pegawai ASN diwajibkan membayar iuran uang makan yang bersumber dari
TPPASNyang diterima setiap bulan.

(2) luran uang makan diberikan terlebih dahulu kepada Pegawai ASN pada saat

pembayaran TPP ASN dan diserahkan kembali oleh Pegawai ASN

bersangkutan melalui bendahara pengeluaran pada masing-masing perangkat
daerah.

(3) luran uang makan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan

bentuk penyediaan konsumsi (makanan) secara gotong royong dan semangat

kebersamaaan dalam acara keagamaan yang antara lain dan tidak terbatas

dalam rangka peningkatan iman dan taqwa, buka puasa bersama, dan
memakmurkan masjid.

(4) Acara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dan tidak

terbatas pada shalat berjamaah di masjid pada hari kerja dan pengajian rutin.

(5) Besaran iuran uang makan PegawaiASNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

lURAN UANG MAKAN

Pasa!16

Pasa! 15
Capaian realisasi kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 13 Ayat (3)

dan data tingkat kehadiran bulanan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 Ayat (4), divalidasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat mengetahui Wakil Bupati Sumbawa
Barat atau Pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Dalam melakukan p nghitung n ingkat kehadiran, dinas Juar dan semua cuti

kecuali Cuti Diluar Tanggungan Negara yang dibuktikan dengan surat

tugas/keterangan dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai
m suk k rja;

(3) Batas waktu rekonsiliasi data kehadiran pegawai ASN sebagaimana dimaksud

pada Ayat (2) melalui aplikasi SIAOdilakukan paling lambat tanggal dalam 3
hari kerja diawal bulan berikutnya;

(4) Data tingkat kehadiran bulanan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2) menjadi salah satu dasar perhitungan besaran TPP ASN dalam
aplikasi TPPE.
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Pulang Sebelum Lama Pulang Persentase
Waktu SebelumWaktu Pengurangan
(PSW)
PSW1 1menit s.d <31menit 0,5%
PSW2 31 menit s.d. <61 menit 1%
PSW3 61 menit s.d. <91menit 1,25%
PSW4 ~91menit darijam 14.00 1,5%

c. Pegawai ASN yang mengisi daftar hadir masuk kerja secara elektronik
diatas jam 12.00 Wl'I'A sarna dengan tidak masuk kerja pada hari

berkenaan.
d. Pulang sebelum waktunya dikenakan pengurangan dengan ketentuan

sebagai berikut:

Keterlambatan Lama Keterlambatan Persentase
(TL) Pengurangan
TL 1 1menit s.d <31 menit 0,5%

TL2 31 menit s.d. <61 menit 1%

TL3 61 menit s.d. <91 menit 1,25%

TL4 ~91menit s.d. jam 12.00 1,5%

huruf a dan hurufb;
b. terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai

berikut:

(2)

(1) T N in dipotong pajak dan pungutan lainnya yang sah, dikurangi juga

d"".....,...........f 1tor pengurangan dari komponen penilaian disiplin kerja;

mua jenis cuti selain Cuti Diluar Tanggungan Negara dipotong sebesar 4 %

(empat per seratus) per hari cuti dari/atau paling banyak sebesar 100%

(seratus per seratus) untuk tiap 1 (satu) bulan dari komponen produktifitas

kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal12 Ayat (2)huruf a;

(3) Besaran faktor pengurang dari komponen penilaian disiplin kerja sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1)adalah sebagai berikut:

a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikurangi 5% (lima per

seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus)

dari total TPP ASNuntuk tiap 1 (satu) bulan dari komponen disiplin kerja

dan produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2)

BAB VII

FAI T R PENGURANGANTPPASN

Pasal17
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(1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan dengan mengajukan dokumen pendukung
ke BPKD Kabupaten Sumbawa Barat disertai dengan surat pemyataan
tanggungjawab mutlak dari kepala perangkat daerah.

(2) Dalam hal pengajuan pembayaran TPPASNdilakukan untuk bulan Desember
dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.

(3) Mekanisme penatausahaan, prosedur dan tata cara pengajuan pembayaran

TPP ASNsebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal19

BAB VIII

MEKANISMEPEMBAYARANTPPASN

Pasa118
(1) Pegawai ASNyang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran

terhadap kewajiban dan larangan kedisiplinan aparatur, dikenakan

pengurangan TPPASNsebagai berikut:

a. bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,

dikenakan pemotongan 10%dari total TPPASNselama 1 bulan;

b. bagi Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang,

dikenakan pemotongan 20% dari total TPPASNselama 2 bulan;

c. bagi Pegawai ASNyang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dikenakan

pemotongan 30% dari total TPPselama 3 bulan.
(2) Pemotongan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada

bulan berikutnya terhitung sejak tanggal mulai terhitung pemberlakuan
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diluar faktor pengurangan

pembayaran TPPASNberdasarkan komponen disiplin dan produktifitas kerja.

f.

e. Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Upacaraj Apel pagi pada hari
k . d'kerja 1 enakan pengurangan TPP ASNsebesar 2% (dua persen).

Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b,

huruf d, dan huruf e, dihitung dari komponen disiplin kerja sebagaimana

dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) huruf b;

(4) Ketentuan teknis mengenai komponen disiplin kerja pegawai ASN mengacu

kepada petunjuk teknis pelaksanaan SIAO.
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pen elenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan­

jabatan ang masuk dalam kriteria beban kerja prestasi kerja kondisi

kerja kelangl aan profesi dan/ atau pertimbangan objektif Iainnj a'

c. kepegawaian bertugas untuk rnelakukan perhitungan pemangku jabatan

berdasarkan masing-masing kelas jabatan;

d. hukum merr usun Peraturan Bupati tentang TPP SN sesuai dengan

ketentuan peraturan perund ng-undangan;

- 14 -

indeksperhitunganmelakukanuntukbertugasb. organisasi

TI PELAI'SANAAN TPP ASN

Pasal21

(1) Tim pelaksanaan TPP ASN di ketuai oleh Sekretaris Daerah serta sel urang­

kurarignya terdiri dari unsur perangkat daerah ang membidangi urusan:

a. pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait

penganggaran TPP ASN'

SABIX

Penghasilan diterbitkan dany atau telah melaksanal an tugas.

urat Keterangan Pemberhentian Pemba aranter itung mulai tanggal

y 1~ berw jib s 1 pai en n Putusan Pengadilan ang mempunyai

kekuat n h ukurn t tap:

e. d ibe rherrtik n dari j atan n o n b rdas rkan T eputusan pemberhentian

dari jabatan:

f. P gawai 4. N vang d n s m njaJani tugas b lajar;

g. Pegawai I N y 10' sedang menjalani Cu i di Luar Tanggungan Negara atau

sedang rnenjalani masa beba tugas untu k masa persiapan pensiun.

(2) TPP SN bagi PN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Kabupaten

Surnbawa Barat diberikan kepada yang ber angkutan setelah 2 (dua) bulan

v n dip r antuk n Zdip 1 rjal an pada instansi

d n/ t u 1 rnb 0 1 innva diluar instansi Pernerintah

B r t:

,..._\\ N y no' diberh ntikan d ng n horrnat atau tidak dengan hormat;

d. rh mil n d ri jabatan n g ri karena ditahan oleh pihak

.-\

1- <1. "11 0

.\ 1'1-:\11 k
S v n

rr nll rd ark n
k m 1,,1 n k n tugas/ j batan /

ri pirnpinan Perangkat
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(1) TPP Np d j b t n d finitif dib rikan secara penuh (100%);

(2) Pejabat atasan 1 ng ung atau atasan tidal langsung yang merangkap sebagai

PIt menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP

ASNdalamjabatan sebagai PIt padajabatan yang dirangkapnya;

(3) Pejabat setingi at yang merangkap PIt atau Pihjabatan lain menerima TPPASN

tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPPASNpadajabatan definitif
atau jabatan yang dirangkapnya;

(4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau

berhalangan sementara yang merangkap sebagai PIt, Plh atau Penjabat hanya
menerima TPPASNyang tertinggi pada jabatan yang dirangkapnya.

(5) TPP ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai PIt, Plh atau Penjabat

dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal menjabat sebagai
PIt, PIh atau Penjabat;

(6) Pemberian TPP ASNbagi PIt, PIh atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada

Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) yang menjabat dalam jangka waktu
paling singkat 1 (satu) bulan kalender;

(7) Pembayaran TPP ASNbagi CPNS dan atau PPPK dibayarkan sesuai dengan
kelas jabatan dalam kelompokjabatan pelaksana;

(8) Pembayaran TPP ASNbagi CPNSdan atau PPPKdibayarkan terhitung mulai
tanggal Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas;

(9) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan nama jabatan

yang tercantum dalam surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS setelah

terbitnya Keputusan Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS danjatau
Keputusan lainya sesuai syarat jabatan;

1 22

1 cr :l..NTUAN LAIN-LAIN

11 11 rt II untul 1 1 ng gg ran terkait TPP ASN;

f. b rtuo unt II n p rig asan pelaksanaan TPP

p rund g-undangan.
( ) N dim 1 ud pad a at (1) ditetapkan

n 'H 1 utll n up U,
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2020 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 13)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 24
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020

tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Aparatur Sipil Negara eli Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
(Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal23

BABXI

KETENTUANPENUTUP

(13) Jabatan fungsional guru dan Pengawas Sekolah diberikan TPP ASN dalam
kriteria kondisi kerja.

(11)
nggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

t rpilih sebagai Kepala Desa memilih TPP ASN yang

b r umb r d ri APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (10), perhitungan

b r n TPP ASN n a didasarkan pada capaian realisasi produktifitas kerja
d di iplin 1 rja dalam aplikasi TPPE.

( 2) P nerimaan kapitasi atau jasa pelayanan terhadap unit pelaksana teknis

din s/badan dan BLUD akan diperhitungkan sebagai TPP pada kriteria

ko disi kerja bagi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana.

n ran
b gai K pala 0 sa, dapat memilih TPP ASN yang

nd patan dan Belanja Daerah atau tunjangan

n t r ilihN(1 )
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~NURMANSYAH
BERITA DfRAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR ",

Diundangkan eli Taliv rang

a a tanggal 2021
PENJABAT ~~KRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal , 2021
/ '

.BUPATI SUMBAWA BA
.,/
I

B~a .

ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
m engan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten urnbawa

Pasa'24


